
w
HALMATIERA

JAILOLO
BUPATI BARAT

KEPUTUSAT{ BT'PATI IIALMAIIERA BARA?
NOMOR Zq lKvtsl r /2017t

TENTANG

PENUUJIJNAT{ BENDANAR.A PEITERIMAAIT
PADA SATUAN XTR.IA BADAJY PDNGELOLA I(EUAI{GAIS DATRAII

Menimbang : a.

KABI'PATEN T{ALMATIERA BARAT
TAHITN AI{GGARAN 2OI7

BI'PATI HALMA}IERA BARAT,

bahwa dalam rangfta tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diafur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Talrun Anggaran 2Al7;

bahwa Saudari ROSLIATI ALI, Amd yang diusulkan oleh
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran
dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rang!<'a

pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan
kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

Undang*undang Nomor 6 Tahun 2OO0 tentang Perubahan
atas Undang*undang Nomor 46 Tahun L999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

Mengingat : 1.

5. Undang-undang Nomor L Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara;
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6. Undang-undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan antara
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah;

Talrun 2OO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

, 2AL4 tentang Aparatur

Tahun 2Ol4 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

L2.Peraturan Daeratr Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembenttrkan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmatrera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9
Tahun 2A16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

l4.Perahrran Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belartja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

Surat Usulan Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 9OO/O1 lB,PI(D-l2OlT tanggal, 3 Januari 2OL7,
Perihal: Usulan Bendahara.

TEMIfIUSKA!5 :

Menunjuk Saudari ROSTIATI ALI' AEd NIP. 19794223
2O1O01 2 OOT sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan
Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A17 dengan atasan
langsungnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten HaIm ahera Barat.

Bendatrara sebagaimana dimaksud Diktum Kesattr, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
berpedoman pada ketenhran perundang-undangan
berlaku"

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Dilrhrm Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

tetap
yang

KETIGA
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SPE'CIMEN
BEIIDA}IARA PEI{ERIIIIA,AI{

TANDA TANGAN PARAF

hr.l
(,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PL'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah *o1L

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum I
Kepala BPKD tL/
Kabag. Hukum & Orgs vy

Termbntscrn: DisamPaikan kePadaYth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badarr Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Hatmahera Barat di Jailolo
5. Kepda BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersang!<utan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal I ll- Januari %Afi

lrtpErr H,Ar,trAgERA EANAT,

r/


